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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran 

kinerja dalam bentuk Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang 

dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur 

dari pelaksanan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu 

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi 

dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Instansi teknis 

dalam pembangunan sosial, disesuaikan dengan Visi dan Misi. Visi Kabupaten Cirebon 

adalah : “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, 

SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”. Misi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah yang mengacu dari Misi ke 5 yaitu : “MEMELIHARA KEAMANAN DAN 

KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH 

GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYAN STABILITAS NASIONAL” 

B. Maksud dan Tujuan  

Adapun maksud dan tujuan Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

melakukan fungsi pelaksanaan tugas kesosialan yang berdampak pada 

pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator 

Kinerja yang ditetapkan. 

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategi Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat 

digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

 

 

 



C. Landasan Hukum Penyusunan 

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam Penyusunan Perubahan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cirebon adalah : 

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4406); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendlaian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa 

kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia. 



9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan. 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemrintahan. 

11. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 

2014-2019; 

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana strategis 

(RENSTRA) Dinas Sosial. 

 

 

D. Visi dan Misi 

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Cirebon yaitu “Mewujudkan 

Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergis, dan Sejahtera 

(Amanah)”, maka untuk mewujudkan cita- cita tersebut salah satunya diperlukan 

suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial 

serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat 

pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

dan program pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mengacu kepada Peraturan 

Daerah Kabupaten Cirebon Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) tahun 2019-2024 yaitu : 

“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, 

Maju dan Aman” 

Adapun misi yang dirumuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon yang mengacu pada misi pembangunan daerah adalah 

misi kelima yaitu  : 

“Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan 

kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional” 

 

 

 

 



 

E. Tujuan Misi 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan 

sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Berdasarkan visi dan misi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon serta memperhatikan potensi 

bencana yang ada di Kabupaten Cirebon, maka penanggulangan bencana diarahkan 

kepada pencapaian tujuan, Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD). 

F. Sasaran 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, 

dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan 

yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka 

sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2021 adalah : Menurunnya indeks risiko bencana 

(IRBI). 

G. Strategi dan Kebijakan 

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Kabupaten Cirebon 

dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran Bertumbuh (Growth) 

dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau 

langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran 

atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro disbanding dengan 

teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara 

mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan. 

sedang Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan 

organisasi untuk  , pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun 

pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis 

dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Menurunnya Indeks 
Risiko Bencana 
(IRBI) 

Penguatan kerangka hukum 
penanggulangan bencana 

Meningkatkam efektivitas 
penanggulangan bencana 

Pengurusutamaan penanggulangan 
bencana dalam pembangunan 

Penguatan tata kelola 
penanggulangan bencana 

Peningkatan kemitraan multipihak dalam 
penanggulangan bencana 

Meningkatkan efektivitas 
penanggulangan bencana 

Pemenuhan tata kelola yang baik bidang 
penanggulangan bencana 

Penguatan tata kelola 
penanggulangan bencana 

Peningkatan kapasitas dan efektivitas 
pencegahan dan mitigasi bencana 

Peningkatan ketangguhan 
dalam menghadapi 
bencana 

Peningkatan kesiapsiagaan dan 
penanganan darurat bencana 

Peningkatan ketangguhan 
dalam menghadapi 
bencana 

Peningkatan kapasitas dan efektivitas 
pemulihan bencana 

Peningkatan ketangguhan 
dalam menghadapi 
bencana 

 

H. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan yang direncanakan dan dibuat dalam Perubahan Indikator 

Kinerja Utama Tahun 2021,  sebanyak 2 (dua)  Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 

32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan, antara lain; 

2.2.1. Non Urusan, memiliki 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan : 

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

 

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD 

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 

sub kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 



D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub 

kegiatan sebagai berikut  

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 

Kantor 

2. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 

3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 

4. Penyediaan bahan/ material 

5. Fasilitasi kunjungan tamu 

6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

E. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 

F. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan 

sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

G. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan 

perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

2. Pemerintahan peralatan dan mesin lainnya 

3. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 

lainnya 

2.2.2. Urusan penunjang lainnya, memiliki 1 (satu) program dan 3 (tiga) 

Kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, yaitu : 

A. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, memiliki 2 (dua) kegiatan 

dan 6 (enam) sub kegiatan :  

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan 

bencana kabupaten. Kota (Per jenis bencana) 

 



b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana, dengan sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota 

2. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

3. Penyusunan rencana kontinjensi 

4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 

5. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan 

Bencana 

B. Seksi Kedaruratan dan Logistik, memiliki 2 (satu) Kegiatan dan 4 

(empat) sub kegiatan yakni:  

a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana, dijabarkan dengan 2 (dua) sub kegiatan, 

sebagai berikut: 

1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Bencana Kabupaten/Kota  

b. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana, dengan sub kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/Kota 

2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 

Penangulangan Bencana Kabupaten/Kota 

C. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, memiliki 1 (satu) kegiatan dan 1 

(satu) sub kegiatan, yaitu :   

a. KegiatanPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana, bentuk sub kegiatannya adalah: 

1. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota. 



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum 

atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan 

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang 

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 

Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik 

keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada 

tahun 2020. 

a) Analisis atas Pencapaian Sasaran 

Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon telah dapat 

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 

(Satu) sasaran dan 1 (Satu) indikator yang ditetapkan dengan hasil sebagai 

berikut : 

INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN % KET 

Menurunnya 

Indeks Risiko 

Bencana 

% 0,59 0,59 100 Tercapai 



 

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam indicator menurunnya indeks risiko 

bencana memiliki target 0,59 dan terealisasi 0,59. 

 

b)  Akuntabilitas Keuangan 

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon.  

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2021 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Adapun anggaran dan 

penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel 

berikut : 

SASARAN STRATEGIS 
ANGGARAN                            

(Rp) 

REALISASI                            

(Rp) 

%  

 

1 2 3 4 

Menurunnya Indeks Risiko 

Bencana 

Rp.3.043.364.480 Rp.2.559.534.973 84,10 

Rp.2.345.520.600 Rp.2.164.664.333 92,29 

 

 

 

 

 

 

 



c) Analisis Efisiensi dan Efektivitas 

Komposisi efisiensi dan efektifitas pegawai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu : 

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon 

No Unit kerja PNS Honorer Jumlah 

1. Kepala Pelaksana 1 - 1 

2. Sekretaris 6 11 18 

3. Kasi Kedaruratan 

dan Logistik 

4 30 34 

4. Kasi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi 

3 4 7 

5. Kasi Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

2 1 3 

JUMLAH 16 46 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Jumlah Pegawai berdasarkan golongan 

No. Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Gol. IV/e 

Gol. IV/d 

Gol. IV/c 

Gol. IV/b 

Gol. IV/a 

Gol. III /d 

Gol. III /c 

Gol. III /b 

Gol. III /a 

Gol. II/d 

Gol. II/c 

Gol. II/b 

Gol. II/a 

Gol. I/d 

Gol. I/c 

Gol. I/b 

Gol. I/a 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

2 

- 

3 

2 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

- 

3 

2 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

 JUMLAH TOTAL 13 3 16 

 



 

No. Program 
Tahun 2020 

Program 
Tahun 2021 

APBD Realisasi APBD Realisasi 

1. 
Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

Rp.   289.296.100 Rp.   238.735.267 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp.3.043.364.480 Rp.2.559.534.973 

2.  
Peningkatan sarana 
dan prasaran aparatur 

Rp.   592.550.000 Rp.   544.623.200 
Penanggulangan 
Bencana 

Rp.2.345.520.600 Rp.2.164.664.333 

3. 
Peningkatan disiplin 
aparatur 

- - 

   

4. 

Peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

Rp.     19.442.000 Rp.     19.442.000 

5. 
Pengembangan 
sistem perencanaan 
sektoral 

Rp.     35.448.000 Rp.     35.448.000 

6. 
Pencegahan dini dan 
penanggulangan 
bencana alam 

Rp.3.159.471.000 Rp.2.796.911.560 

7. 
Perbaikan perumahan 
akibat bencana alam/ 
sosial 

Rp.   124.491.600 Rp.   124.491.600 

Jumlah Rp.2.221.326.900 Rp.4.877.259.125 Jumlah Rp.5.388.885.080 Rp.4.724.199.306 



 

 

No. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR TUJUAN/ 

SASARAN 

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada 
Tahun Ke- 

Th 

2020 

Th 

2021 

Th 

2022 

Th 

2023 

Th 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Meningkatnya indeks 
ketahanan daerah 
(IKD) 

Menurunnya Indeks 
Risiko Bencana 

Indeks Ketahanan Daerah 0.52 0.59 0.66 0.72 0.79 

Indeks Risiko Bencana 165.80 160.80 155.80 150.80 145.80 

 

 

 

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN 

BPBD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024 



B. Realisasi Anggaran Tahun 2021 

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci dalam Triwulan 4  tahun 2021 sebagai berikut: 

No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Rencana        

Tahun 2021      
 (Rp) 

Realisasi        
Tahun 2021       

(Rp) 

Sisa  
Tahun 2021    

(Rp) 

Penyerapan         
% 

Belanja Daerah  Rp   5.388.885.080   Rp  4.724.199.306   Rp      664.685.774  87,67 

Belanja Operasi  Rp   5.212.741.680  Rp  4.551.141.906   Rp      661.599.774  87,31 

Belanja Barang dan Jasa, Modal  Rp   3.378.216.080   Rp  3.070.264.771   Rp      307.951.309  90,88 

01:01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Rp   3.043.364.480   Rp  2.559.534.973   Rp      483.829.507  84,10 

A. 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

 Rp       12.924.500   Rp       12.673.900   Rp            250.600  98,06 

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Rp        12.924.500   Rp       12.673.900   Rp            250.600  98,06 

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   Rp   2.016.315.700   Rp  1.660.531.235   Rp      355.784.465  82,35 

2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Rp   2.006.319.000   Rp  1.650.534.535   Rp      355.784.465  82,27 

3 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

 Rp         4.996.800   Rp         4.996.800    100 

4 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD 

 Rp         4.999.900   Rp         4.999.900   Rp                       -  100 



C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  Rp       30.216.350   Rp       30.193.500   Rp              22.850  99,92 

5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  Rp        30.216.350   Rp       30.193.500   Rp              22.850  99,92 

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah  Rp      290.804.390   Rp     285.008.720   Rp         5.795.670  98,01 

6 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor 

 Rp        13.594.550   Rp       13.589.300   Rp                5.250  99,96 

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Rp                       -      0 

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Rp                       -      0 

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Rp        23.678.300   Rp       21.354.700   Rp         2.323.600  90,19 

10 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 

 Rp        22.500.000   Rp       19.040.000   Rp         3.460.000  84,62 

11 Penyediaan Bahan/ Material  Rp        30.659.540   Rp       30.658.820    100 

12 Fasilitas Kunjungan Tamu  Rp        27.580.000   Rp       27.580.000   Rp                       -  100 

13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi  Rp      172.792.000   Rp     172.785.900   Rp                6.100  100 

E. 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 Rp      242.408.600   Rp     239.275.606   Rp         3.132.994  98,71 

14 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  Rp        77.522.000   Rp       74.436.000   Rp         3.086.000  96,02 

15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  Rp      164.886.600   Rp     164.839.606   Rp              46.994  99,97 



F. 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

 Rp       69.306.440   Rp       51.828.312   Rp       17.478.128  74,78 

16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Rp        51.348.800   Rp       35.906.712   Rp        15.442.088  69,93 

17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Rp        17.957.640   Rp       15.921.600   Rp         2.036.040  88,66 

G. 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Rp      381.388.500   Rp     280.023.700   Rp      101.364.800  73,42 

18 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

 Rp                       -   Rp                       -   Rp                       -  0 

19 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 Rp      129.176.500   Rp     127.838.700   Rp         1.337.800  98,96 

20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  Rp        52.220.000   Rp       52.220.000   Rp                       -  100 

21 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 Rp      199.992.000   Rp       99.965.000   Rp      100.027.000  49,98 

01:02 Program Penanggulangan Bencana  Rp   2.345.520.600   Rp  2.164.664.333   Rp      180.856.267  92,29 

H. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  Rp      902.213.800   Rp     899.468.800    99,70 

22 
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan 
Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) 

 Rp      902.213.800   Rp     899.468.800   Rp         2.745.000  99,70 

I. 
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

 Rp      976.865.800   Rp     825.146.033   Rp      151.719.767  84,47 

23 
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / 
Kota 

 Rp         7.942.000   Rp         7.942.000   Rp                       -  100 

24 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  Rp                       -   Rp                       -   Rp                       -  0 



25 
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

 Rp      585.571.600   Rp     567.230.833   Rp        18.340.767  96,87 

26 
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

 Rp        90.638.500   Rp       90.626.500   Rp              12.000  99,99 

27 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota  Rp        54.126.800   Rp       43.694.800   Rp        10.432.000  80,73 

28 
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Bencana Kabupaten/Kota 

 Rp      127.499.900   Rp     115.651.900   Rp        11.848.000  90,71 

29 Penyusunan Rencana Kontinjensi  Rp                       -   Rp                       -   Rp                       -  0 

30 
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan 
Bencana 

 Rp      111.087.000   Rp                       -   Rp      111.087.000  0,00 

J. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  Rp      456.114.000   Rp     440.049.500   Rp       16.064.500  96,48 

31 
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota  

 Rp      456.114.000   Rp     440.049.500   Rp        16.064.500  96,48 

K. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana  Rp       10.327.000   Rp                      -   Rp       10.327.000  0 

32 
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 

 Rp        10.327.000   Rp                       -   Rp        10.327.000  0 

Jumlah  Rp   5.388.885.080   Rp  4.724.199.306   Rp      664.685.774  87,67 



 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 

Kota adalah Rp. 3.043.364.480,- dan terealiasai sebesar Rp. 2.559.534.973,- sisa 

sebesar Rp.483.829.507,- atau tercapai sebesar 84,10%. Program ini dilaksanakan 

melalui kegiatan sebagai berikut : 

(1) Kegiatan Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan  Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah adalah Rp. 12.924.500,- dan terealisasi sebesar 

Rp. 12.673.900,- sisa sebesar Rp. 250.600,- atau tercapai sebesar 98,06%. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.924.500,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 12.673.900,- sisa sebesar Rp. 250.600,- atau 

tercapai sebesar 98,06%. Output sub kegiatan adalah jumlah 

dokumen perencanaan sektoral yang disusun 

Outcome sub kegiatan adalah Terselesaikannya dokumen 

perencanaan sektoral yang disusun. 

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

adalah Rp.2.016.315.700,- dan terealisasi sebesar Rp.1.660.531.235,- sisa 

sebesar Rp.355.784.465,- atau tercapai sebesar 82.35%. Program ini 

dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.2.006.319.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.1.650.534.353,- sisa sebesar Rp.355.784.465,- atau tercapai 

sebesar 82.27%. 

Output sub kegiatan adalah jumlah pegawai ASN yang terbayar gaji dan 

Tunjangannya setiap bulan. 

Outcome sub kegiatan adalah Terbayarkannya gaji ASN dan tunjangan setiap 

bulan 

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.996.800,- dan 

terealisasi sebesar Rp.4.996.800,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai 

sebesar 100%. Output sub kegiatan adalah Terselesaikannya 

laporan keuangan akhir tahun 

Outcome sub kegiatan adalah Pelaporan keuangan akhir tahun 

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 



Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.4.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp.4.999.900,- sisa 

sebesar Rp.0, atau tercapai sebesar 100%. 

Output sub kegiatan adalah Terselesaikannya laporan keuangan 

semesteran 

Outcome sub kegiatan adalah Pelaporan keuangan akhir semesteran 

(3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah adalah Rp.30.216.350,- dan terealiasai sebesar Rp.30.193.500,- 

sisa sebesar Rp.22.850,- atau tercapai 99,92%. Program ini 

dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut 

Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.30.216.350,- dan terealiasai sebesar Rp.30.193.500,- sisa 

sebesar Rp.22.850,- atau tercapai 99,92%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya pakaian dinas beserta 

kelengkapanya 

Outcome sub kegiatan adalah Kebutuhan kelengkapan pakaian 

dinas 

(4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

adalah Rp.290.804.390,- dan terealiasai sebesar Rp.285.008.720,- sisa 

sebesar Rp.5.795.670,- atau tercapai 98,01%. Program ini dilaksanakan 

melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan 

Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.594.550,- 

dan terealisasi sebesar Rp.13.589.300,- sisa sebesar Rp.5.250,- atau 

tercapai 99,96%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan alat listrik 

sebagai penunjang administrasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Menunjang kelancaran kegiatan 

dinas. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 

Kosong  

c) Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor, Kosong 

d) Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.23.678.300,- dan terealisasi sebesar 

Rp.21.354.700,- sisa sebesar Rp.2.323.600,- atau tercapai 90,19%. 



Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya cetakan dan 

penggandaan sebagai penunjang administrasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

 

e) Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan,  

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.500.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp.19.040.000,- sisa sebesar Rp.3.460.000,- atau tercapai 

84,62%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan sebagai penunjang administrasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Terpenuhinya informasi dan berita 

lewat surat kabar. 

f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.22.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.040.000,- sisa 

sebesar Rp.3.460.000,- atau tercapai 84,62%. 

Output sub kegiatan adalah Tersedianya alat tulis kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah menunjang kelancaran badan. 

g) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp.27.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.580.000,- sisa 

sebesar Rp.0,- atau tercapai 100%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya makan dan minum untuk 

kegiatan kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman 

untuk kegiatan rapat koordinasi program, rapat pembinaan 

kepegawaian, rapat forum OPD, rapat koordinasi keuangan, dan 

rapat evaluasi kegiatan. 

h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.172.792.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp.172.785.900,- sisa sebesar Rp.6.100,- atau tercapai 

99,99%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya koordinasi dengan instansi 

terkait dan terlaksananya rapat-rapt koordinasi dan konsultasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

(5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan adalah Rp.242.408.600,- dan terealiasai sebesar 

Rp.239.275.606,- sisa sebesar Rp.3.132.994,- atau tercapai 98,71%. 

Program ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 



a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.522.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp.74.436.000,- sisa sebesar Rp.3.086.000,- atau 

tercapai 96,02%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.164.886.600,- dan terealisasi sebesar 

Rp.164.839.606,- sisa sebesar Rp.46.994,- atau tercapai 99,97%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

(6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah adalah Rp.69.306.440,- dan terealiasai sebesar 

Rp.51.828.312,- sisa sebesar Rp.17.478.128,- atau tercapai 74,78%. 

Program ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.348.800,- dan 

terealisasi sebesar Rp.35.906.712,- sisa sebesar Rp.15.442.088,- 

atau tercapai 69.93%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.17.957.640,- dan terealisasi sebesar 

Rp.15.921.600,- sisa sebesar Rp.2.036.040,- atau tercapai 88,66%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

(7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Rp.381.388.500,- dan 

terealiasai sebesar Rp.280.023.700,- sisa sebesar Rp.101.364.800,- 

atau tercapai 74,42%. Program ini dilaksanakan melalui sub kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi 

sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai 0%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor. 



Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.176.500,- dan terealisasi 

sebesar Rp.127.838.700,- sisa sebesar Rp.1.337.800,- atau tercapai 

98,96%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.52.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 

52.220.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai 100%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.199.992.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.965.000,- sisa 

sebesar Rp.100.027.000,- atau tercapai 49.98%. 

Output sub kegiatan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor. 

Outcome sub kegiatan adalah Tercapainya pelaksanaan tugas. 

B. Program Penanggulangan Bencana 

Alokasi anggaran untuk Program Penanggulangan Bencana adalah Rp. 2.345.520.600,- 

dan terealiasai sebesar Rp. 2.164.664.333,- sisa sebesar Rp. 180.856.267,- atau tercapai 

sebesar 92,29%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

(1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ 

Kota adalah Rp. 902.213.800,- dan terealiasai sebesar Rp. 899.468.800,- sisa 

sebesar Rp.2.745.000,- atau tercapai sebesar 99,70%. Kegiatan ini dilaksanakan 

melalui sub kegiatan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis kegiatan), dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.902.213.800,- dan terealisasi sebesar 

Rp.899.468.800,- sisa sebesar Rp.2.745.000,- atau tercapai 99,70%. 

Output sub kegiatan Tercapainya pemantauan dan penyebarluasan 

informasi. 

Outcome sub kegiatan adalah Adanya data potensial dari kejadian 

bencana alam. 

 

 

 



(2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana adalah Rp. 976.865.800,- dan terealiasai sebesar Rp. 

825.146.033,- sisa sebesar Rp.151.719.767,- atau tercapai sebesar 84,47%. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.942.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp.7.942.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau 

tercapai 100%. 

Output sub kegiatan adalah Meningkatnya Kemampuan personil 

secara teknis lapangan. 

Outcome sub kegiatan adalah Terlatihnya tenaga Relawan PB 

dalam teknik Pencegahan Penanggulangan Bencana Daerah. 

b) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa 

sebesar Rp.0,- atau tercapai 0%. 

Output sub kegiatan adalah Meningkatnya Kemampuan personil 

secara teknis lapangan. 

Outcome sub kegiatan adalah Terlatihnya tenaga Relawan PB 

dalam teknik Pencegahan Penanggulangan Bencana Daerah. 

c) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesipasiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.585.571.600,- dan terealisasi 

sebesar Rp.567.230.833,- sisa sebesar Rp.18.340.767,- atau tercapai 

96,87%. 

Output sub kegiatan adalah Menambahnya Pengetahuan 

Masyarakat Arti Pentingnya Penanggulangan Bencana. 

Outcome sub kegiatan adalah Tersampaikan Pedoman 

Penanggulangan dan Pencegahan Bencana. 

d) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.90.638.500,- dan terealisasi sebesar Rp.90.626.500,- sisa sebesar 

Rp.12.000,- atau tercapai 99,99%. 

Output sub kegiatan adalah terminimalisirnya risikobencana. 

Outcome sub kegiatan adalah adanya pengurangan risikobencana 

e) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.54.126.800,- dan terealisasi sebesar 

Rp.43.694.800,- sisa sebesar Rp.10.432.000,- atau tercapai 80,73%. 

Output sub kegiatan adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan 



kegiatan pasca bencana dilokasi pasca bencana dan lokasi tanggap 

daurat. 

Outcome sub kegiatan adalah terinformasikannya rangkuman hasil 

pembangunan pasca bencana. 

f) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.127.499.900,- dan terealisasi sebesar Rp.115.551.900,- sisa 

sebesar Rp.11.484.000,- atau tercapai 90,71%. 

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya kapasitas TRC di 

penanggulangan bencana. 

Outcome sub kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan TRC dengan 

baik. 

g) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana kontinjensi dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar 

Rp.0,- atau tercapai 0%. 

Output sub kegiatan adalah Tersusunnya dokumen penyusunan 

rencana kontinjensi bencana. 

Outcome sub kegiatan adalah Terciptanya dokumen penyusunan 

rencana kontinejnsi bencana. 

h) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan 

Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.087.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp.111.087.000,- atau tercapai 

0%. 

Output sub kegiatan adalah Tersusunnya dokumen penyusunan 

rencana penanggulangan kedaruratan bencana. 

Outcome sub kegiatan adalah Terciptanya dokumen penyusunan 

rencana penanggulangan kedaruratan bencana. 

(3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dam Evakuasi Korban 

Bencana adalah Rp. 456.114.000,- dan terealiasai sebesar Rp. 440.049.500,- sisa 

sebesar Rp.16.064.500,- atau tercapai sebesar 96,48%. Kegiatan ini dilaksanakan 

melalui sub kegiatan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.456.114.000,- dan terealisasi sebesar Rp.440.049.500,- sisa 

sebesar Rp.16.064.500,- atau tercapai 96,48%. 

Output sub kegiatan adalah jumlah logistk yang disediakan untuk 

korbanbencana. 

Outcome sub kegiatan adalah prosentase peningkatan pencegaham 



dini dan penanggulangan korban bencana. 

(4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 

adalah Rp. 10.327.000,- dan terealiasai sebesar Rp. 0,- sisa sebesar Rp. 

10.327.000,- atau tercapai sebesar 0%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub 

kegiatan sebagai berikut : 

a) Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 

Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 10.327.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar 

Rp.10.327.000,- atau tercapai 0%. 

Output sub kegiatan adalah jumlah logistk yang disediakan untuk 

korbanbencana. 

Outcome sub kegiatan adalah prosentase peningkatan pencegaham 

dini dan penanggulangan korban bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



BAB III 

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021 

Dalam perencanaan kinerja Tahun 2021, badan penanggulangan bencana daerah mempunyai 

beberapa Program/Kegiatan Perencanaan, diantaranya yaitu:  

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator 

kinerjanya adalah Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran; Prosentase 

Pemenuhan Disiplin Aparatur; Prosentase Pemenuhan Capaian Kinerja; Penjabaran 

Konsistensi Kegiatan RENSTRA kedalam Renja; Prosentase Pemenuhan Sarana prasarana 

Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima; Prosentase Pemenuhan Capaian 

Realisasi Keuangan, memiliki target 100% dengan jumlah anggaran Rp. 12.924.500,- 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerjanya 

adalah Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai 

perundang-undangan, memiliki target 100%, dengan jumlah anggaran Rp. 2.190.318.700,- 

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki target 100%, dengan 

jumlah anggaran Rp. 30.216.350,- 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki target 100%, dengan jumlah 

anggaran Rp. 362.011.390,- 

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator 

kinerjanya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki 

target 100%, dengan jumlah anggaran Rp. 243.046.300,- 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kinerjanya 

adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki target 100%, 

dengan jumlah anggaran Rp. 98.234.440,- 

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 

indikator kinerjanya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, 

memiliki target 100%, dengan jumlah anggaran Rp. 281.388.500,- 

b) Program Penanggulangan Bencana 

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerjanya adalah 

Meningkatnya indek kapasitas/ketahanan daerah, memiliki target 80,34 point, dengan 

jumlah anggaran Rp. 902.213.800,- 



2. Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, indikator kinerjanya adalah 

Meningkatnya indeks kapasitas/ ketahanan daerah, memiliki target 80,34 point, dengan 

jumlah anggaran Rp. 1.293.661.600,- 

3. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, indikator kinerjanya 

adalah Meningkatnya indeks kapasitas/ ketahanan daerah, memiliki target 80,34 point, 

dengan jumlah anggaran Rp. 483.940.000,- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi pemerintah khususnya di 

lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar 

untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka 

pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing- masing. 

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang 

baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam menyelenggarakann manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang 

diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan- kepuutusan yang dapat memperbaiki 

kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Demikian Penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang dapat kami sajikan. Kami menyadari bahwa Penyusunan 

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan. 

Kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Penyusunan Perubahan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) selanjutnya. 

 

 

Ditetapkan di :  Sumber 

Pada Tanggal :       November 2021 

-------------------------------------------------- 

Plt. Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Cirebon 

 

 

 

Dr. ALEX SUHERIYAWAN,S.H,.M.Pd.I 

NIP. 19750710 200801 1 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD 

 

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH 
KABUPATEN CIREBON 

 

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

(Impact / Dampak) 

Perhitungan Sumber Data Target 

Kinerja 

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5.1. Meningkatkan Indeks Ketahanan/ Kapasitas 
Daerah 

Indeks Ketahanan Daerah (Jumlah Indeks Prioritas 1 x 6,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 
2 x 6,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 3 x 7,5%)+(Jumlah 

Indeks Prioritas 4 x 10,5%)+(Jumlah Indeks Prioritas 5 x 

21,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 6 x 35,0%)+(Jumlah 

Indeks Prioritas 7 x 14,0%) 

Non Kumulatif Meningkat  160.8 

Point 

160.8 

Point 

5.1.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana R=HXV 

C 

Non Kumulatif Menurun  0.59 

Poin 

0.59 

Poin 

 

No Program Anggaran Keterangan 

Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5.1.1.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.171.254.540,00 3.025.406.840,00 Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-

DAU, PAD 

5.1.1.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.679.815.400,00 2.345.520.600,00 Sumber Dana: ,DTU-DAU 

J U M L A H 5.851.069.940,00 5.370.927.440,00  

 

 

 

 

 

 



 

B. Perjanjian Kinerja Sekretaris Pelaksana 

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN CIREBON 

 

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

(Impact / Dampak) 

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja 

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5.1. Menurunkan Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana R=HxV 

C 

Non Kumulatif Menurun  160.8 

Point 

160.8 

Point 

5.1.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana R=HXV 

C 

Non Kumulatif Menurun  0.59 

Poin 

0.59 

Poin 

 

No Program Indikator Kinerja 

(Outcome / Hasil) 

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja Anggaran (Rp.) Ket. 

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

5.1.1.01. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Meningkatnya prosentase 

pemenuhan pelayanan 

administrasi perkantoran 

sesuai dengan standar 

pelayanan prima 

 Non 

Kumulatif 

Meningkat  100 

Prosen 

100 

Prosen 

1.037.818.180,00 1.037.045.480,00 Sumber 

Dana: 

DTU-

DAU, 

PAD 

J U M L A H 1.037.818.180,00 1.037.045.480,00  

 

 

 

 

 

 

 



C. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN CIREBON 

 

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

(Impact / Dampak) 

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja 

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5.1. Menurunkan Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana R=HxV 

C 

Non Kumulatif Menurun  160.8 

Point 

160.8 

Point 

5.1.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana R=HXV 

C 

Non Kumulatif Menurun  0.59 

Poin 

0.59 

Poin 

D.  

No Program Indikator Kinerja 

(Outcome / Hasil) 

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja Anggaran (Rp.) Ket. 

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

5.1.1.03. PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Meningkatnya Pencapaian 

SPM Penanggulangan 

Bencana 

(A+B+C) / 3 Non 

Kumulatif 

Meningkat  80.34 

Prosen 

80.34 

Prosen 

1.239.511.500,00 1.179.512.500,00 Sumber 

Dana: 

DTU-

DAU 

J U M L A H 1.239.511.500,00 1.179.512.500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Perjanjian Kinerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN CIREBON 

 

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Impact / 

Dampak) 

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja 

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5.1. Meningkatkan Indeks Ketahanan/ 

Kapasitas Daerah 

Indeks Ketahanan Daerah (Jumlah Indeks Prioritas 1 x 6,0%)+(Jumlah Indeks 

Prioritas 2 x 6,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 3 x 

7,5%)+(Jumlah Indeks Prioritas 4 x 10,5%)+(Jumlah 

Indeks Prioritas 5 x 21,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 6 x 

35,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 7 x 14,0%) 

Non Kumulatif Meningkat  160.8 

Point 

160.8 

Point 

5.1.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana R=HXV 

C 

Non Kumulatif Menurun  0.59 

Poin 

0.59 

Poin 

 

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja 
(Output / Keluaran) 

Target Kinerja Anggaran Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5.1.1.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   1.386.213.100,00 1.111.881.300,00  

5.1.1.03.2.01. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian 
kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan 
Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

1 BA 1 BA 902.213.800,00 902.213.800,00 - 

5.1.1.03.2.01.02. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Bencana) 

Jumlah desa rawan bencana yang dibentuk menjadi 
desa tangguh bencana 

12 Desa 12 Desa 902.213.800,00 902.213.800,00 Sumber Dana: DTU-DAU 

5.1.1.03.2.02. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian 
kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

1 BA 1 BA 483.999.300,00 209.667.500,00 - 

5.1.1.03.2.02.02. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah peserta yang ikut pelatihan 1 Paket 1 Paket 131.247.000,00 7.942.000,00 Sumber Dana: DTU-DAU 

5.1.1.03.2.02.04. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan terhadap Bencana 

Jumlah peralatan perlindungan dini yang disediakan 
(APD) 

1 Paket 1 Paket 90.602.500,00 90.638.500,00 Sumber Dana: DTU-DAU 

5.1.1.03.2.02.09. Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Disusun 1 Dok Dok 103.596.000,00 0,00 - 

5.1.1.03.2.02.10. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah peserta yang ikut gladi kesiapsiagaan 2700 Orang 2700 Orang 158.553.800,00 0,00 - 

5.1.1.03.2.02.11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan 
Bencana 

Jumlah Dokumen Rencana 
Penanggulangan Kedaruratan Bencana 
Yang disusun 

Dok 1 Dok 0,00 111.087.000,00 Sumber Dana: DTU-DAU 

J U M L A H 1.386.213.100,00 1.111.881.300,00  



E. Perjanjian Kinerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN CIREBON 

 

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Impact / 

Dampak) 

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja 

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5.1. Meningkatkan Indeks Ketahanan/ 

Kapasitas Daerah 

Indeks Ketahanan Daerah (Jumlah Indeks Prioritas 1 x 6,0%)+(Jumlah Indeks 

Prioritas 2 x 6,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 3 x 

7,5%)+(Jumlah Indeks Prioritas 4 x 10,5%)+(Jumlah 

Indeks Prioritas 5 x 21,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 6 x 

35,0%)+(Jumlah Indeks Prioritas 7 x 14,0%) 

Non Kumulatif Meningkat  160.8 

Point 

160.8 

Point 

5.1.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana R=HXV 

C 

Non Kumulatif Menurun  0.59 

Poin 

0.59 

Poin 

 

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja 
(Output / Keluaran) 

Target Kinerja Anggaran Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5.1.1.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   54.090.800,00 54.126.800,00  

5.1.1.03.2.02. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Berita Acara Reviu Internal BPBD terhadap capaian 
kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

1 BA 1 BA 54.090.800,00 54.126.800,00 - 

5.1.1.03.2.02.07. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kajian kerusakan dan kerugian 
pasca kejadian bencana 

12 Dokumen 9 Dokumen 54.090.800,00 54.126.800,00 Sumber Dana: DTU-DAU 

J U M L A H 54.090.800,00 54.126.800,00  

 

 

 


